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Peraturan Daerah Kabupaten Jember
0

affun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksarzal 'il

réderhanaan Birokrasi dan

entang Perubahan atas Peraturan Daerah

rangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur organisasi
perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.,

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19350 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran ara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana -telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-U.
2022 tentang Perubahan Kedua
Tahun 2011 tentang
Undangan (Lem

Normor

adang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia




11.

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Manajemen

nesia Tahun

sanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018




12.

13.

14,

15.

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaén Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita N a
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan A egara, dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tah 22 ite Sistem Kerja

be

pada Instansi Pemerintah

Negara Republik I

entdng Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS]I, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1




Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

. Peja g ion

Daerah adalah Kabupaten Jember;

2. Bupati adalah Bupati Jember;
3.
4

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember;

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember;

Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi d
Informatika Kabupaten Jember;

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Din

Informatika Kabupaten Jember;
Jabatan Fungsional adalah se v o % yang berisi fungsi

ply ngsional”™ yang
TA u an t tentu;

ASD t‘ yang menduduki Jabatan

unikasi dan

dan tugas berkai
berdasarkan pe

rieriritah;

tonal pada ik stangl
el FPe

PJaerah yang selanjutnya disingkat UPTD

1 t| Pelaksans
A da [PTD.-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

14.

15.

epala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember; dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat
TIK adalah Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan,
pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar

sarana/media.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu




(1)

(2)

(3)

|

|

Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang
statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan
pemerintahan dibidang statistik dan urusan pemerintahan di

bidang persandian.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada —

- ]

ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di big_axa__g"[;engclolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup,_..pe‘"ﬁé’ﬁntah Kabupaten
g = | :
. . o II ! Eotig"al | .e S
Jember, pengelolaan mforrlrlgﬁl Hrytﬁ:nﬁepdrulr-[ng kebljakale__’_ =

nasional dan pemg;i@téi?x""ﬁ&ibdbét Jehb'er

konten lint'gs—zei'ﬁ:ﬂ ‘{taﬁ/
P st il I 1SN

pubh}(,pcla){an an informasi p|

plen%ufttrmj ?ETPasitjaf F'erb/e; daya komunikasi publik dan

pepyedigs;h
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LTngFi\o aan|' média komunikasi
l'l:][llk\ 5 anan hubungan media,

| ‘ ‘pen))eediagg_._ |é'?$ informasi, layanan infrastuktur dasar data

| |c;,cntTr, ! dis,é;xtéi" recovery center dan TIK, layanan
|'.-I 1 = a'l J -

"‘-\_péngémbé;ngan intranet dan penggunaan akses internet,
“layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan  sistem
komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten
Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan

masyarakat lingkup Kabupaten Jember;



b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten
Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten

ergturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
¢. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik, terdiri atas :



1. Sekst Statistik;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang,

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kess
Sekfets
ﬁ Pagal

(1) Sekretarigf sébagaimana dimaks alatn-pasal 3 ayat (1) huruf
: ! Jerye ai gas merehicanakan, melaksanakan,
rtoordinasil

ikan des engendalikan kegiatan administrasi

epegawatdh, perencanaan pelaporan dan keuangan serta

ad laimyang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ufituk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan Kkebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian  pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di lingkungan Dinas;

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan

Keuangan di Lingkungan Dinas;



d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan

kearsipan Dinas;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu,
kebersihan lingkungan Dinas serta pela
lainnya,;

d. menyiapkan baha.l%ah

e. menyiapkan ] !

jaba

Hyu

pelayanan administrasi dan melaksanakan

engads pemeliharaan dan pendistribusian

peralatan /perlengkapan kantor;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

i, melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
~ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6



(2)

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
informasi Dinas;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan pertanggungjawaban Dinas, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjarjian

kinerja lingkup dinas;

f. menyiapkan bahan monitoring, evalua engendalian

g. menyusun laporan per

ikstd dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas

. .

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik
di Daerah serta tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, mempunyai fungsi
meliputi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan

dan Layanan informasi Publik;




b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan pengaduan dan
Layanan Informasi Publik;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan di bidang Pengelolaan dan Layanan
Informasi Publik;

d. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui
Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam
rangka penyebaran Informasi publik;

e. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui
bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna
peningkatan kualitas penyebaran informasi;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelola
Layanan Informasi Publik;

h. pelaksanaan  pendokumentasian d asifikasian

informasi publik;

i. penyusunan rumusan e a an info si
publik;
j. menyia tasi pengklasifikasian
fifo
enyl o) aan monitoring, evaluasi dan
elgqpc penge informasi publik;
penyi ahan untuk penyebarluasan informasi publik;

yiapan bahan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat sesuai kebutuhan
dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dalam penyebaran
informasi;

n. pelaksanaan pengelolaan informasi publik sesuai dengan
ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi
publik;

o. penyiapan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai
bahan publikasi potensi daerah;

p- pengelolaan sistem informasi publik melalui perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan



(1)

q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
dibidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai
ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;

r. penylapan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna
penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan
kemitraan informasi publik;

s. penyiapan data di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan
Pengaduan Masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan
kebijakan;

t. pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan
instansi terkait;

u. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi / desk help,
pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan,

telematika, penghimpun pengaduan masyarakat;

v. perumusan dan melaksanakan kebijakan s sasi dan
monitoring dan evaluasi aplikasi pengaduan
masyarakat;

w.penyiapan pengelolaan m i
center dan call ¢

x. pelaks n gelolaan data dan

entasi / menunjang kinerja PPID

an pertanggung jawaban atas pelaksanaan

Bagian Ketiga
'Bidang Layanan Media Komunikasi Publilk
Pasal 8

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan




kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, mempunyai fungsi
meliputi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di Daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di Daerah;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan

konten lintas

sektoral dan pengelolaa
hubungan medja ﬁ e

emberie
k tefy liritas sektoral dan pengelolaan media

blik, layane
sumtber daya

g¢s Ihfofmasi di Daerah;

'J..

pgan teknis dan supervisi di

v layanan hubungan media dan penguatan

Uumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di Daerah;

e. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan publikasi
melalui media;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di Daerah;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Media
Komunikasi Publik;

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.



L

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini
publik dalam pembentukan reputasi dan citra pemerintah
daerah dan hubungan media massa, media online, media luar

ruang serta sarana desiminasi informasi publik;

. melaksanakan fungsi baku humas / kehumasan secara general;

. melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan

pengembangan, serta pemberdayaan terhadap media-media
yang berada di masyarakat;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini
publik, hungan media massa, media online, media luar ruang,
serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria pengelolaan opini publik, dan hubungan media massa,
media onine, media luar ruang, serta sarana dan prasar

desiminasi informasi publik;

. menyiapkan bahan kemitraan dengan medi 14, televisi, dan
media cetak dalam rangka menyeb ihf ;

. menylapkan bahan pemberi imbin is| dan supe
pengelolaan opinj 9 Ibu edj a, media
online,: apg 1 ' arana desiminasi

ik}
emart; , evaluasi, dan pelaporan

T
Ed/n/pm dan hubungan media massa, media
ia luar ruang, sarana dan prasarana desiminasi

rmasi publik;

. melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan

media online;

. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak

pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;

. melaksanakan  pengelolaan saluran komunikasi milik

Pemerintah Daerah / media internal;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama
kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media

massa serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;

u. meyiapkan bahan pertimbangan teknis publikasi informasi

publik melalui media luar ruang;



v. melaksanakan desiminasi informasi publik melalui media massa
non elektronik;

w.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
kemitraan media melalui kejasama guna peningkatan
penyebaran informasi;

x. mengkoordinasikan  pelaksanaan  desiminasi  informasi
kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non
Pemerintah Daerah;

y. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas
petugas informasi;

z. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan,;

aa. memberikan saran-saran dan pertimbangan pada atasan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dala:
bidang.

bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan
kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya

TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai
fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan

Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK



Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan dibidang Layanan Pengembangan dan

#

Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistern TIK Smart City,
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggafaari Government
Chief Information Officer (GCIO). ¢

Pengembangan Sumber

g

ah Kabupaten,
itah Daera]

Kabupaten dan Mass

gl te cai§ dan supervisi di

dan Pengelolaan Aplikasi

pesifik 1~ Suplemen yang terintegrasi,
araan EKosistem TIK Smart City, pelayanan publik

, Penyelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan
Masyarakat di Kabupaten; dan

. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten.

Paragraf 1
Seksi Statistik



Pasal 10

Seksi Statistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf

d angka 1, mempunyai tugas :

a. merencanakan, memproses, dan melaksanakan semua kegiatan
pengolahan data Statistik serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang;

b. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
bidang, pengolahan Data Statistik;

c. melaksanakan pengembangan sistem kerja kegiatan bidang,
pengolahan data Statistik;

d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analis dan
diseminasi data dan informasi seluruh OPD yang melaksanakan
kewenangan daerah (Sektoral);

e. meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;

f. menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;

g. melakukan peningkatan kemampuan-—gpa; SDM) melalui

talisasi statistik

b

bimbingan teknis, studi band]

sektoral;
h.men a1, menge embangkah-damrmengevaluasi
el etarns
.:'lF;: 11 d -:*:-
i lakukanr-pembinag bidang peningkatan sumber daya
<

tatistik;

enge] 135
isanakan-monitoring dan evaluasi terkait data statistik;

K. menyusun pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 11

(1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e,
melaksanakan tugas :

a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan



pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center,
disaster recovery center (DRC) dan TIK;

b. melaksanakan pengadaan pemeliharaan, pengendalian dan
pengamanan infrastruktur informatika
(komputer/server/hardware] guna menunjang kelancaran
operasional aplikasi informatika daerah;

c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana
telematika dalam mendukung implementasi e-Government;

d. menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;

e. menerbitkan rekomendasi teknis permohonan ijin terkait
infrastruktur TIK;

f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait
dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;

g. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur jari E/
intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi;

h. menyelenggarakan internet yang sehat inovatif dan
produktif;

i. menyelenggarakan laya

Operation Center

ggarakan pelaksanaan dan pemulihan data insiden

eamanan informasi; dan

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
persandian dan keamanan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai fungsi meliputi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur
pemberdayaan TIK;

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria
penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

infrastruktur pemberdayaan TIKj;



. pengoordinasian, sinkronisasi dan  fasilitasi bidang
infrastruktur pemberdayaan TIK;

. pelaksanaan pengembangan perangkat keras;

. pelaksanaan layanan infrastruktur Data Center, DRC (Disaster
Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan);
pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-
Government;

pelaksanaan layanan pengembangan internet dan penggunaan
akses internet;

pelaksanaan Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga;

pelaksanaan keamanan informasi e-Government;

pelaksanaan layanan sistem sistemm komunikasi intra

pemerintah kabupaten;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan inf

pemberdayaan TIK; dan

Dinas.

UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugasdan

fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 28 FeGroari 2023 _—

BUPATI JEMBER;

Diundangkan di Jember o :&d |
pada tanggal 2% Febroary 2023 s S J )
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 12 TAHUN 2023 )

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER
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